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Dini Rohmatul Hasanah Putriansyah

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu
dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan dan menganalisis data
yang diperoleh secara deskriptif melalui proses wawancara dan dokumentasi.
Selanjutnya keabsahan data pada penelitian ini diuji dengan metode triangulasi.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tahapan dalam proses pengelolaan
Alokasi Dana Desa di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi dan menjelaskan
kesesuaiannya dengan Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2015. Berdasarkan hasil
penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pada Alokasi
Dana Desa (ADD) di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi
sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada kekurangan di dalam prosesnya
dalam hal pengawasan yaitu belum disediakan papan nama untuk setiap proyek

yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Pengelolaan, Pelaksanaan, Pengawasan,

Pertanggungjawaban
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Dini Rohmatul Hasanah Putriansyah

Accounting Department, Economic and Bussines Faculty, Jember University

ABSTRACT

This research is a descriptive research with qualitative approach, that is done by
collecting, preparing, and analyzing data obtained descriptively through
interview prosess and documentation. Furthermore, the validity of data in this
study was tested by triangulation method. this research aims to explain the stages
in the process of managing the Village Fund Allocationin in Kemiren Village,
Banyuwangi Regency and explain its compliance with Regent’s Regulation No.l3
of 2015. Based on the results of the study, it can be concluded that the
management of Village Fund Allocation from planning, implementation,
monitoring and accountability in the village Fund Allocation (ADD) in Kemiren
Village, Glagah District, Banyuwangi Regency has done well, in the process in
terms of supervision that has not been provided nameplate for each project
undertaken by the village government.

Keywords: Village Fund Allocation, management, implementation, monitoring,

accountability
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RINGKASAN

Analisis Pengelolaan Aokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kemiren Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2016; Dini Rohmatul Hasanah Putriansyah, 130810301043;
2018; 65 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Jember.

Penyelenggaraan otonomi daerah membawa perubahan pada sistem
pelaksanaan pemerintah daerah. Wilayah Indonesia yang begitu luas dengan
sumber daya yang berbeda-beda akan membawa pengaruh yang sangat besar pada
keberhasilan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai
dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui  peningkatan, pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan

kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan umum dari penetapan otonomi daerah adalah untuk memberikan
peluang dan kesempatan bagi pemerintah agar terwujud pemerintah yang baik
(good Governnace) di daerah, sehingga pelaksanaan tugas pemerintah harus
berdasarkan prinsip: akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Akuntabilitas
sangat diperlukan dalam sektor pemerintahan dan khususnya bagi pemerintahan
desa karena masih kurangnya pengetahuan akan pentingnya akuntabilitas dalam
pengelolaan dana. Pengelolaan Alokasi Dana Desa menitikberatkan pada prinsip
transparansi, Akuntabilitas, partisipasif dan responsif guna mewujudkan

pemerintahan yang baik di tingkat pemerintahan desa.

Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas
dibidang pelayanan publik. Desa memiliki pemerintahan sendiri yang dikelola
secara otonom dan terstruktur. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 tentang desa, menjadikan desa mempunyai kekuatan untuk

memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk mengatur dan
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mengurus kepentingan masyarakat desa, tentunya dalam pelaksanaan operasional
desa diperlukan pendapatan desa agar menunjang pemberdayaan dan
pembangunan desa dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Dalam upaya
pembangunan desa, pemerintah mengalokasikan dana dengan jumlah tertentu
untuk kelangsungan prongam tersebut yang dinamakan dengan Alokasi Dana
Desa (ADD). Adanya Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari

desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki peran
penting yaitu sebagai penanggungjawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa
(ADD) tersebut sehingga dalam pengelolaannya diharapkan Pemerintah Desa
dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Kemampuan pemerintah desa
sebagai pelaksana pelaksana kebijakan merupakan dasar dari pelaksanaan
pemerintah khususnya dibidang keuangan dalam mengelola Alokasi Dana Desa
(Budiono, 2013). Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang
berkompeten dan benar-benar mampu dalam mengelola Alokasi Dana Desa agar

dana tersebut dapat digunakan dan dipertangungjawabkan sebaik-baiknya.

Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2016 mengalami keterlambatan
dikarenakan banyaknya desa di Banyuwangi yang terlambat dalam penyampaian
APBDes (banyuwangikab.go.id). Seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan
Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa, keterlambatan
penyerahan APBDes akan berdampak pada pencairan Alokasi Dana Desa dan
juga berdampak pada terlambatnya pembangunan desa yang telah direncanakan.
Akibat keterlambatan itulah nantinya berpengaruh pada keterlambatan

pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.

Penelitian ini dilakukan mengacu pada Peraturan Bupati No. 13 Tahun
2015. Objek dalam penelitian in yaitu Desa kemiren, Kecamatan Glagah,
Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan
Alokasi Dana Desa di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana
Desa dan kesesuaiannya dengan Peraturan Bupati No. 13 tahun 2015. Penelitian

ini merupakan penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. metode
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yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data melalui
proses wawancara dan dokumentasi, dan data yang dibutuhkan yaitu data primer
dan data sekunder. Pengujian keabsahan data dalam penelitiaan ini menggunakan

metode triangulasi.

Hasil dari penelitian dan analisisnya dijelaskan dalam bentuk tulisan
ilmiah yang berbentuk narasi dan dibuat matriks kesesuuaian dengan Peraturan
Bupati No. 13 Tahun 2015 dan kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil
penelitian, menunjukkan bahwa sudah terjadi kesesuaian antara tahapan proses
pengelolaan Alokasi Dana Desadengan Perbup No. 13 tahun 2015. Namun, masih
terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pemerintah desa dalam praktek

pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang
mengkhususkan adanya pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang
terdapat pada badan pemerintahan. Akuntabilitas dan pencatatan atas transaksi
dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan

membuat akuntansi pemerintahan sangat dibutuhkan.

Penyelenggaraan otonomi daerah membawa perubahan pada sistem
pelaksanaan pemerintah daerah. Wilayah Indonesia yang begitu luas dengan
sumber daya yang berbeda-beda akan membawa pengaruh yang sangat besar pada
keberhasilan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai
dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan

kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mendefinisikan otonomi daerah adalah
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut
sebagai daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan umum dari penetapan otonomi daerah adalah untuk memberikan
peluang dan kesempatan bagi pemerintah agar terwujud pemerintah yang baik

(good Governnace) di daerah, sehingga pelaksanaan tugas pemerintah harus
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berdasarkan prinsip: akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Akuntabilitas
sangat diperlukan dalam sektor pemerintahan dan khususnya bagi pemerintahan
desa karena masih kurangnya pengetahuan akan pentingnya akuntabilitas dalam
pengelolaan dana. Akutabilitas dan transparansi dalam pelaporan dan
pertanggungjawaban pemerintah daerah merupakan salah satu upaya untuk
mewujudkan pemerintah yang baik. oleh karena itu, diperlukan penerapan sistem
akuntabilitas dan transparansi yang tepat dan jelas agar penyelenggaraan
pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan jauh dari
unsur subjektivitas. Pengelolaan Alokasi Dana Desa menitikberatkan pada prinsip
transparansi, Akuntabilitas, partisipasif dan responsif guna mewujudkan
pemerintahan yang baik di tingkat pemerintahan desa. Salah satu sektor yang
perlu mendapatkan perhatian lebih adalah desa. Desa merupakan sekumpulan
atau kesatuan dari kelompok masyarakat yang memiliki batas wilayah dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asal usul, aturan yang telah

disepakati atau dihormati di wilayah tersebut.

Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas
dibidang pelayanan publik. Desa memiliki pemerintahan sendiri yang dikelola
secara otonom dan terstruktur. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 tentang desa, menjadikan desa mempunyai kekuatan untuk
memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat desa, tentunya dalam pelaksanaan operasional
desa diperlukan pendapatan desa agar menunjang pemberdayaan dan
pembangunan desa dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Berdasarkan Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan
pemerintah desa terpisah dari penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten.
Pemisahaan tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan
kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting
adalah keinginan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan
sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan
kepada masyarakat. Dalam upaya pembangunan desa, pemerintah mengalokasikan

dana dengan jumlah tertentu untuk kelangsungan progam tersebut yang
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dinamakan dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Adanya Alokasi Dana Desa
(ADD) merupakan wujud dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Alokasi Dana Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang
pengelolaan Keuangan Desa adalah dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang
dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari
bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dengan Dana Alokasi Umum
(DAU) yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus dengan pembagian secara merata dan adil dengan penerapan
rumus Alokasi Dana Desa Minimal dan Alokasi Dana Desa Proporsional,
besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional untuk masing-masing desa ditentukan
berdasarkan nilai bobot desa (Wida, 2016). Pemerintah desa dalam pengelolaan
alokasi dana desa memiliki peran penting yaitu sebagai penanggungjawab atas
penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut sehingga dalam pengelolaannya
diharapkan Pemerintah Desa dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya.
Kemampuan pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari
pelaksanaan pemerintah khususnya dibidang keuangan dalam mengelola Alokasi
Dana Desa (Budiono, 2013). Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia
yang berkompeten dan benar-benar mampu dalam mengelola Alokasi Dana Desa
agar dana tersebut dapat digunakan dan dipertangungjawabkan sebaik-baiknya.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonomi yang ada di
Jawa Timur yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan
berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang
bersih. Pemerintah daerah dalam menentukan besaran ADD yang diberikan
kepada desa ditentukan berdasarkan nilai bobot desa. Penentuan Alokasi dana
Desa di Kabupaten Banyuwangi berpedoman pada Peraturan Bupati No. 13 Tahun
2015 tentang pedoman teknis dan Tata Cara Penentuan Besaran Alokasi Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di tahun
2016, besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi mencapai 83 miliar

rupiah yang dialokasikan ke seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi. Penyaluran
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Alokasi Dana Desa Tahun 2016 mengalami keterlambatan dikarenakan
banyaknya desa di banyuwangi yang terlambat dalam penyampaian APBDes
(banyuwangikab.go.id). Seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati
Nomor 15 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa, keterlambatan
penyerahan APBDes akan berdampak pada pencairan Alokasi Dana Desa dan
juga berdampak pada terlambatnya pembangunan desa yang telah direncanakan.
Akibat keterlambatan itulah nantinya berpengaruh pada keterlambatan
pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.

Desa Kemiren merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Glagah
Kabupaten Banyuwangi. Desa kemiren disebut sebagai desa wisata karena desa
ini masih menjunjung tinggi adat istiadat dan tradisi-tradisi leluhursehingga
Pemerintah kabupaten menetapkannya sebagai Desa Wisata Suku Using pada
tahun 1996 (Kismalia, 2016). Desa Kemiren telah mengalami perkembangan baik
dalam hal pembangunan maupun perkembangan dalam sektor budaya. Adanya
bantuan dari pemerintah berupa Alokasi Dana Desa memberi pengaruh dalam
kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, pengembangan pendidikan
dan perkembangan desa itu sendiri. Desa kemiren yang merupakan salah satu desa
di Kecamatan Glagah memperoleh ADD sebesar 397.394.000 dan merupakan
jumlah terkecil dibandingkan dengan desa lainnya di kecamatan Glagah.
Walaupun dengan jumlah ADD lebih kecil namun perkembangan desa Kemiren
jauh lebih pesat dibandingkan dengan desa lainnya dengan jumlah ADD yang
lebih besar. Pendapatan Asli daerah meningkat dari tahun sebelumnya Namun,
rendahnya kualitas sumber daya manusia di desa termasuk aparatur desa yang
memegang kekuasaan administrasi pemerintah dan pengelolaan keuangan dana
desa sehingga kualitas pemahaman dan penguasaan aparatur desa terhadap tata
kelola administrasi pemerintah desa yang tertib dan tata kelola keuangan desa
yang transparan dan akuntabel masih diragukan. Oleh karena itu, Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam
hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban Alokasi
Dana Desa di Desa Kemiren tahun 2016 dan kesesuaiannya dengan Peraturan

yang berlaku.
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1.2.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini

adalah sebagai beikut:

1.

1.3.

Bagaimana tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Desa

Kemiren Kabupaten Banyuwangi?

Bagaimana kesesuaian pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kemiren
tahun 2016 dengan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 13 Tahun 2015
tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah?
Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.

1.4.

Mengetahui dan menganalisis tahapan pengelolaan alokasi dana desa di

Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi tahun 2016.

Mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengelolaan alokasi dana desa di
Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 dengan Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015?

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait dengan

pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kemiren tahun 2016. Beberapa manfaat

dalam penelitian ini antara lain:

1.

Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisis
pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi

dan kesesuaiannya dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013.
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Bagi Peneliti Lain

Hasil penenlitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi untuk
penelitian lebih lanjut dan dapat berguna untuk menambah wawasan dan
pengetahuan sebagai acuan penelitian sejenis khususnya di dalam bidang

akuntansi pemerintahan.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar teori keagenan.
Masalah keagenan terjadi pada semua organisasi, baik publik maupun privat.
Menurut Bergman dan Bane (1990) dalam Setiawan (2012) kerangka hubungan
principal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk
menganalisis komitmen kebijakan publik. Jensen dan Meckling (1976) dalam
Masdupi (2005: 59) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan antara agen
dengan principal. Hubungan keagenan di pemerintahan melibatkan eksekultif,
legislatif, dan publik. Menurut teori keagenan masyarakat sebagai pihak principal
sedangkan pemerintah sebagai agen. Hal tersebut mengakibatkan asimetri
informasi karena pemerintah memiliki lebih banyak informasi atau ilmu dalam

mengenai pemerintah dan pengelolaan dana misalnya dalam APBN/APBD.

Asimetri informasi tersebut akan mengakibatkan konflik antara kedua belah
pihak, karena masyarakat mengharapkan pemerintah dapat mengakomodasikan
semua keinginan masyarakat dalam penyelenggaraan publik dan bertindak sesuai
dengan kepentingan masyarakat. Namun, pemerintah dapat menyalahgunakan
kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Penyalahgunaan yang
dapat dilakukan pemerintah yang berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat
kepada pemerintah vyaitu oportunistik dalam proses penganggaran yaitu
memasukkan program yang berorientasi kepada publik tapi sebenarnya masih

mengandung keentingan pemerintah itu sendiri.

Tindakan tersebut merupakan sedikit contoh tindakan pemerintah yang
membuat masyarakat krisis kepercayaan kepada pemerintah. Menurut Nurdin,
(2015) dalam Desy (2016) Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah
untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat adalah dengan memperlihatkan hasil

Kinerjanya yang sudah tercapai.
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2.2 Akuntabilitas

Wahyudi, 2005:3 (dalam Marli, 2016) menyatakan akuntabilitas adalah
ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas bitokrasi publik/pelayanan yang
dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai denagn norma dan nilai yang dianut oleh
rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan
rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian bahwa akuntabilitas melayani rakyat

harus bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat.

Menutur Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Republik Indonesia, akuntabilitas adalah kewajinan untuk
memberikan pertanggungjawaban atau menjawab pihak yang memiliki hak atau
yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang
penting untuk menilai efektivitas, efiieni, reliabilitas dan prediktifitas. Suatu
akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui
seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus
dipertanggungjawabkan.

Setiap kegiatan atau aktivitas baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah harus dipertanggungjawabkan. oleh karena itu, dalam
hal ini semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa
hatus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat
di wilayah tersebut.

Akuntabilitas  lebih  menekankan pada pertanggungjawaban atas
keberhasilan maupun kegagalan atas tugas yang telah menjadi tanggungjawabnya.
Setiap aparatur bertanggungjawab atas setia kegiatan yang dilaksanakan. Dalam
lingkup pemerintahan, konsep ini juga menuntut pertanggungjawaban setiap
pimpinan/instamsi pemerintahan dalam  melaksanakan  tugas pokok dan
fungsinya serta kewenangan dalam mengelola sumberdaya yang dipercayakan
kepadanya.
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Mardiasmo dalam Tamtama (2014) menyatakan ada 3 prinsip utama yang

mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:
1. Prinsip transparansi atau keterbukaan

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki
hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut
aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan

hidup masyarakat banyak.
2. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa
proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus
benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan
masyarakat. Masyarakat bukan hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran
tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun

pelaksanaan dari anggran tersebut.
3. Prinsip Value for money

Konsep value for money mengandung arti sebagi pengharaan terhadap nilai
uang. Hal ini berarti setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan
sebagaimana mestinya (Mahmudi, 2007). Prinsip ini berarti diterapkannya tiga
pokok dalam proses penganggaran vyaitu: ekonomis, efisiensi dan efektif.
Ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas
tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan . Efisiensi bertarti bahwa
penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal
(berdaya guna). Efektifitas bertarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus
mencapai target atau tujuan kepentingan publik.

Akuntabilitas sangat penting sebagai unsur utama dari good governance
tercermin dalam berbagai kategori akuntabilitas sebagai berikut:

1.  Akuntabilitas internal perorangan yang merupakan pertanggung jawaban

seseorang kepada Tuhannya. Akuntabilitas ini dikenal sebagai akuntabilitas
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spiritual, yang menekankan bahwa akuntabel atau tidaknya seseorang lebih
bergantung pada moral dan kemampuan orang tersebut dalam
mengendalikan dirinya. Akuntabilitas ini susah diukur kerena tidak adanya

ukuran yang jelas dan diterima oleh semua orang.

2. Akuntabilitas eksternal yaitu akuntabilitas yang relatif mudah diukur karena
akuntabilitas ini mengandung pengertian akan kemampuan untuk menjawab
setiap pertanyaan yang berhubungan denagn capaian kinerja pelaksanaan

tugas dan wewenang.

Sedangkan menurut Mardiasmo(2006, dalam Marli 2016) akuntabilitas

publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1.  Akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana

kepada otoritas yang lebih tinggi.

2. Akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat
luas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah
pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial
pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan

tersebut.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) membedakan akuntabilitas

dalam tiga macam, yaitu:
1.  Akuntabilitas keuangan

Keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai intergritas keuangan,
pengungapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya
adalah laporan keuangan entitas pemerintah. Komponen pembentuk akuntabilitas

keuangan antara lain:
a. Integritas keuangan

Integritas keuangan menunjukkan kejujuran penyajian. sejauh mana laporan
keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Agar

laporan keuangan dapat diandalkan maka informasi yang terkandung
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didalamnya harus menggambarkar secara jujur setiap transaksi serta
peristiwa yang seharusnya disajikan secara wajar dapat diharapkan untuk
disajikan.

b.  Pengungkapan

Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan yang berisi
informasi keuangan disajikan dan di desain sebagai kumpulan atau
kenyataan dari suatu kejadian ekonomi yang mempengaruhi

instansi/pemerintahan untuk suatu periode tertentu.
c.  Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan

akuntansi pemerintahan.
2. Akuntansi Manfaat

Akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian pada hasil dari
kegiatan pemerintahan. Hasil kegiatannya terfokus pada efektivitas, tidak hanya
sekedar kepatuhan terhadap prosedur. Bukan hanya output, tetapi juga outcome.

Outcome adalah dampak dari suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat.
3. Akuntansi Prosedural

Aktivitas prosedural merupakan pertanggungjawaban mengenai aspek suatu
penentapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang mempertimbangj=kan masalah
moral, etika, kepastian hukum dan ketaatan pad keputusan politik untuk

mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.
2.3 Otonomi Daerah

Era reformasi yang awalnya menggunakan pendekatan pembangunan
dengan sistem sentralisasi diubah menjadi sistem desentralisasi, Yyaitu
pembangunan daerah sebagian besar merupakan wewenang daerah dan menjadi

tanggung jawab sendiri bagi daerah tersebut. Sistem desentralisasi ini menggeser
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wewenang pemerintah pusat menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah

daerah.

Tujuan umum dari kebijkan otonomi daerah sebagaimana tersirat dalam
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 adalah:

1. Memberi peluang dan kesempaan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik
dan bersih di daerah dalam pelayan publik, yang berarti pelaksanaan tugas
pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip: efektif, efisien, terbuka

dan akuntabel.

2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan selalu memerhatikan

kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

3. Menjamin keserasian hubungan antar daerah satu dengan daerah lainnya,
artinya mampu membangun kerjasama antar daerah dengan daerah lainnya
untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan

antar daerah.

4. Menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah,artinya
harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan
tetaptegakmya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka

mewujudkan tujuan Negara.
5. Meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung ekonomi nasional.
2.4 Definisi Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015
mejelaskan mengenai desa. Desa adalah kesatuan nasyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang utnuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Pemusyawaratan Desa

yang biasa disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan
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demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah  desa sebagai  unsur
penyelenggaraan pemerintah desa. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga
yang dibentuk oleh masyaraat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. (Huri, 2015)

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengetur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasaran asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (tamtama, 2014). Pemerintah desa diselenggarakan
berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib
kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas,

efisiensi, keberagaman, dan partisipasif.

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh
BPD bersama kepala desa. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan
memperhatikan asal-usul desa sebagaimana dimaksud dalam PP No. 72 Tahun
2005 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: Jumlah penduduk, luas

wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintah.
2.5 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk
mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan
pelaksanaan pembangunan serta bagian keuangan desa dari Kabupaten yang
penyalurannya melalui Kas Desa (Thomas, 2013). Didalam Peraturan Bupati
Nomor 13 tahun 2015 menjelaskan mengenai pedoman teknis dan tata cara
penetapan Alokasi dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang
dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari Bagian
Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah kecuali Dana Alokasi
Khusus.Bagi Hasil Pajak Daerah dan bagi Hasil Retribusi tertentu yang diterima
Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang

diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemerintah Desa
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mendapatkan ADD yang ditetapkan berdasarkan jumlah ADD Minimal dan ADD
Proporsional yang menurut nilai bobot desa yang dihitung dari variabel utama dan
variabel pendukung. Nilai bobot desa ditentukan oleh beberapa variabel yaitu
variabel kemiskinan, variabel tingkat pendidikan, variabel tingkat kesehatan,
variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keterjangkauan desa, dan nilai
pemasukan PBB Desa dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan (Marli, 2016).

Perhitungan ADD Minimal dan ADD Proporsianal adalah sebagai berikut:

1.  80% (delapan puluh persen) dari pagu ADD yang digunakan untuk ADD
Minimal yang dibagi secara merata kepada Desa.

2. 20% (dua puluh persen) dari pagu ADD yang digunakan untuk ADD
Proporsional yang dibagi kepada desa berdasarkan nilai bobot desa masing-

masing.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman teknis
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Banyuwangi untuk menghitung

Alokasi Dana Desa secara merata dan adil adalah sebagai berikut:

ADD = ADDM + ADDP

Keterangan:
a. ADD = Alokasi Dana Desa
b. ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal
c. ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional

Perhitungan Besarnya ADD Minimal setiap desa ditentukan dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

ADDM = 80% x Jumlah Pagu ADD
Jumlah Desa se-Kabupaten

Perhitungan besarnya ADD Proporsional setiap desa ditentukan dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

ADDP = 20% x Nilai Bobot Desa x Jumlah Pagu ADD
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Perhitungan Pagu ADD kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
Pagu ADD = 10% x (dana Perimbangan-DAK)

Perhitungan besarnya niai bobot desa setiap desa ditentukan berdasarkan
indikator jumlah aparatur pemerintah desa dengan bobot 25%, indikator jumlah
penduduk desa dengan bobot 25%, indikator angka kemiskinan dengan bobot
35%, indikator luas wilayah desa dengan bobot 15%. Perhitungan masing-masing
indikator untuk menentukan nilai bobot masing-masing desa, dilakukan dengan

menetapkan nilai interval/antara dengan skor nilai sebagai berikut:

1. Skor indikator jumlah aparatur pemerintah desa, sebagai berikut:
a. 1 sampai dengan 10, nilai skor nya 10;
b. 11 sampai dengan 15, nilai skornya 20;
c. 16 sampai dengan 20, nilai skornya 30;
d. 21 sampai dengan 25, nilai skornya 40;
e. 25 keatas, nilai skornya 50.
2. Indikator jumlah penduduk desa:
a. 0 sampai dengan 5.000, nilai skornya 10;
b. 5.001 sampai dengan 10.000, nilai skornya 20;
c. 10.001 sampai dengan 15.000, nilai skornya 30;
d. 15.001 sampai dengan 20.000, nilai skornya 40;
e. 25.000 keatas, nilai skornya 50.
3. Indikator angka kemiskinan:
a. 0 sampai dengan 1000, nilai skornya 10;
b. 1001 sampai dengan 2000, nilai skornya 20;
c. 2001 sampai dengan 3000, nilai skornya 30;
d. 3001 sampai dengan 4000, nilai skornya 40;
e. 4000 keatas, nilai skornya 50.
4.  Indikator luas wilayah desa dalam Km2:
a. Dibawah 20, nilai skornya 10;
b. Diatas 20 sampai dengan 30, nilai skornya 20;
c. Diatas 30 sampai dengan 40, nilai skornya 30;

d. Diatas 40 sampai dengan 50, nilai skornya 40;
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e. Diatas 50, nilai skornya 50.
Perhitungan skor masing-masing indikator dikalikan dengan nilai bobot

setiap indikator, yaitu sebagai berikut:

1. Nilai bobot indikator aparatur pemerintahan desa = 25% x jumlah skor
dibandingkan terhadap jumlah total skor aparatur pemerintah desa di
kabupaten;

2. Nilai bobot indikator jumlah penduduk desa = 25% Xx persentase
jumlahpenduduk desa yang bersangkutan terhadap jumlah total jumlah
penduduk di kabupaten;

3. Nilai bobot indikator angka kemiskinan = 35% X persentase jumlah angka
kemiskinan desa yang bersangkutan terhadap jumlah total jumlah angka
kemiskinan di kabupaten;

4. Nilai bobot indikator luas wilayah desa = 15% x persentase jumlah luas
wilayah desa yang bersangkutan terhadap jumlah total jumlah luas wilayah
di kabupaten.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai bobot indikator tersebut, semua nilai
bobot indikator dijumlahkan. Selanjutnya, nilai bobot indikator tersebut diukur
nilai koefisiensinya dengan membagi nilai bobot indikator dengan jumlah total
nilai bobot indikator. Hasil perhitungan indikator tersebut dikalikan dengan indeks
kesulitan geografis masing-masing desa di Kabupaten dan selanjutnya dihitung
nilai koefiensi per Desa. Nilai ADD Proporsional ditentukan dengan mengalikan
nila koefisien tersebut dengan pagu ADD untuk alokasi secara proporsional atau

20% (dua puluh persen) dari pagu ADD Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun
2015 Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam APBDes wajib mengalokasikan hal-

hal berikut ini:
4.  Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

a. ADD vyang berjumlah kurang Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
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b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan
maksimal 50% (lima puluh perseratus);

c. ADD vyang berjumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah)

digunakan maksimal 40% (empat puluh prseratus);

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta

rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh persen).
Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

ADD vyang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa paling
banyak 50% (lima puluh perseratus) dari total ADD setelah dikurangi untuk
biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan PerangkatDesa yang diarahkan

untuk menunjang:

a. Operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang digunakan untuk
menunjang kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa;

b. Tunjangan dan Operasional badan Permusyawaratan Desa.
Pembangunan

ADD vyang digunakan untuk Pembangunan dan Pembinaan
kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat desa paling sedikit 50%
(lima puluh perseratus) dari total ADD setelah dikurangi untuk biaya

penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa yang diarahkan untuk:

a. Perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana fisik desa atau fasilitas

umum desa lainnya.

b. Penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap
penting.

c. Mendukung Program-progran Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan

Pemerintah Kabupaten.
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Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarkat dapat berupa
kegiatan pemeliharaan pembangunan sarana dan prasarana fisik desa,
kegiatan kelembagaan desa, dan kegiatan yang menunjang program-

program Pemerintah.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa telah diperbarui dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, disebutkan tujuan adanya Alokasi Dana
Desa (ADD) adalah:

1.

Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa

dan pemberdayaan masyarakat.
Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.

Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam

rangka mewujudkan peningkatan sosial.
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka

pengembangan kegiatan dan ekonomi masyarakat.
Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha
Milik Desa.
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2.6 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman
Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Banyuwangi

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 merupakan peraturan
yang mengatur tentang pedoman teknis pengelolaan alokasi dana desa. Peraturan
Bupati Banyuwangi ini dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 96
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan ini mengacu
pada:

1.  Undang-undang Nomor33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pisat dan Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

7.  Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman
Umum Tata carapelaporan dan pertanggungjawaban Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman

Teknis Peraturan di Desa.

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.

10. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa.
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11. Peraturan Daerah kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang
okok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
tigakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5
Tahun 2014.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 tahun 2015 merupakan
pedoman yang digunakan bagi desa di Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola
Alokasi Dana Desa. Dalam Peraturan ini dijelaskan pula tahapan-tahapan dalam
mengelola dana yang didapatkan oleh desa.

2.7 Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang pedoman
teknis dan tata cara Penetapan besaran Alokasi Dana Desa, pengelolaan Alokasi
Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuanganda melalui
APBDes. Tata cara pengelolaan keuangan desa da tata cara oengadaan barang/jasa
di desa yang dananya bersumber dari ADD adalah sesuai denganketentuan dan
perundangan yang berlaku.

Penggunaan ADD didasarkan pada RKPDes yang secara partisipasif
disusun melalui Musrengbangdes yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD,
LPMD, tokoh agama/masyarakat. Hasil musrengbangdes selanjutnya ditetapkan
dalam Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
Berdasarkan Peraturan Desa tentang RPJMDes, Kepala Desa menetapkan
Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa.

2.8 Pertanggungjawaban dan Pelaporan Alokasi Dana Desa

Dalam siklus keuangan desa pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan
hal yang sangat penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan Alokasi
Dana Desa. Penanggung jawab secara keseluruhan atas keuangan Alokasi dana
Desa secara materiil dan formil adalah Kepala Desa dan sedangkan secara

administratif dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Pertanggungjawaban Alokasi
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Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk

pertanggungjawabannya adalah pertnggungjawaban APBDes.
Bentuk Pelaporan Alokasi Dana Desa terdiri dari:

1.  Laporan Semester, yaitu laporan yang dibuat secara rutin sesuai tahapan
pencairan berdasarkan anggaran kas untuk ADD yang disusun oleh
pemerintah desa.

2. Laporan akhir, yakni laporan dari penggunaan ADD yang mencakup
perkembangan, pelaksanaan penyerapan dana, masalah yang dihadapi serta

rekomendasi penyelesaian permasalahan ADD.

Bentuk laporan semester dan laporan akhir merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan laporan realisasi anggaran APBDes. Penyampaian kedua
bentuk laporan tersebut dilaksanakan secara berjenjang dari Kepala Desa kepada
Camat dengan tembusan Kepada BPD dan dari Camat kepada Bupati. Laporan
Camat kepada Bupati dalam bentuk rekapitulasi dari laporan Kepala desa
diwilayah kerjanya dan disampaikan kepada Bupati melalui Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang membidangi pemerintah desa.
2.9 Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi Pengawasan
fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten Banyuwangi, Pengawasan
teknis/fisik dan administratif yang dilakukan oleh Camat, dan pengawasan
Operasional yang dilakukan oleh masyarakat melalui BPD. Khusus pengelolaan
Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015
pasal 20 (dua puluh) dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang telah disalurkan
kepada Pemerintah Desa terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) yang
tidak wajar, maka Bupati memberikan sanksi administrasi kepada desa yang

bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SilPA.
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2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi satu acuan dalam melakukan penelitian
sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji
penelitian yang dilakukan, Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan
dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa telah dilakukan oleh peneliti-peneliti

sebelumnya. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang telah dilakukan

peneliti sebelumnya, antara lain:

Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Tahun Judul Metode Hasil Penelitian
Peneliti Penelitian Penelitian
Febiyani 2016 | Pengelolaan | Metode Pengelolaan Alokasi
Cita Marli Alokasi Dana | Kualitatif Dana Desa yang meliputi
Desa Di dan perencanaan,
Kecamatan Kuantitatif, | pelaksanaan, dan
Kalipuro Analisis pertanggungjawaban
Kabupaten Deskriptif, | Alokasi dana desa sudah
Banyuwangi | teknik sesuai dengan ketentuan
(tahun Triangulasi | yang ada. Namun dalam
Anggaran pertanggung jawaban
2013) Alokasi Dana Desa,
masih terdapat desa yang
dalam perhitungan
besaran alokasi tidak
sesuai dengan ketentuan
yaitu selisih 1%.
Risti 2015 | Akuntabilitas | Metode Dalam pengelolaan dan
Valentina Pengelolaan | Kualitatif, pemanfaatan Alokasi
Huri dan Analisa Dana Desa di desa Dasri
Pemanfaatan | Deskriptif sudah menerapkan
Alokasi Dana prinsip akuntabilitas.
Desa dalam Pada tahap perencanaan
Proses telah menerapkan prinsip
Pembangunan akuntabilitas dengan
di Desa Dasri didukung prinsip
Kecamatan transparansi, partisipasi,
Tegalsari dan responsif. Tahap
kabupaten pelaksanaan baik dalam
Banyuwangi pelaksanaan kegiatan
Tahun 2013 fisik maupun kegiatan
operasionl sudah sesuai
dengan ketentuan yang
telah sitetapkan. Dan



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

23

tahap
pertanggungjawaban
pengelolaan ADD di
Desa Dasri secara teknis
dan administratif sudah
menerapkan prinsip
akuntabilitas dengan
indikator transparan dan
responsif.

Dwi Febri 2014 | Akuntabilitas | Metode Pelaksanaan program
Arifiyanto Pengelolaan | Kualitatif, | ADD di Kecamatan
Alokasi Dana | Analisis Umbulsari telah
Desa di Deskriptif | menerapkan prinsip
Kecamatan partisipatif, responsive
Umbulsari dan transparan.
Kabupaten Penerapan prinsip
Jember tahun akuntabilitas pada tahap
2012 pelaksanaan ini masih
sebatas pada
pertanggungjawaban
fisik, sedangkan dari segi
administrasi sudah
dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang telah
ditetapkan.
pertanggungjawaban
ADD secara teknis sudah
baik.
Desy 2016 | Analisis Metode Pengelolaan Alokasi
Permatasari Pengelolaan | kualiatif Dana Desa di Kecamatan
Alokasi Dana | dengan Jabon sudah cukup baik
Desa (ADD) | pendekatan | dalam tahap-tahapnya
di Kecamatan | analisis dilihat dari matriks
Jabon deskriptif perencanaan sudah 100%
Kabupaten evaluasi mengikuti aturan yang
Sidoarjo berlaku, untuk
Tahun 2015 pengunaan juga sudah

dibuktikan dengan
matriks penggunaan
sudah 100%, namun
untuk tahap pertanggung
jawaban masih belum
sempurna hanya
mencapai 75% yang
diakibatkan terlambatnya
penyerahan SPJ
dikarenakan
terlambatnya pencairan
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Sumber: hasil kajian penulis, 2018.
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2.11 Kerangka Teoritis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, bahwa pengelolaan kuangan desa
harus didasarkan pada asas akuntabel dan transparansi, pemerintah desa
diharuskan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilakukan oleh
desa. Tuntutan tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13
Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan tata Cara Penetapan Besaran Alokasi
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa
pendapatan bagi desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima oleh
pemerintah kabupaten harus dipertanggungjawabkan. Semua kegiatan yang
menyangkut penggunan Alokasi Dana Desa (ADD) harus ipertanggungjawabkan
kepada Bupati selaku pemberi dana serta kepada masyarakat selaku stakeholder
yang berhak untuk menuntut pertanggungjawaban dari penggunaan Alokasi Dana
Desa. Alokasi Dana Desa adalah salah satu sumber pendapatan desa yang
pengelolaannya terintegrasi dalam APBDesa. Tahapan pengelolaan ADD secara
garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan

pertanggungjawaban.
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Permendagri No. 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa

A 4

Peraturan Bupati Banyuwangi No.
13 Tahun 2015 tentang Pedoman
Teknis dan Tata Cara Penetapan
Besaran Alokasi Dana Desa yang

Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

A 4

Pengelolaan Al

okasi Dana Desa
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Perencanaan
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Pelaksanaan
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Pengawasan
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Pertanggungjawaban
ADD

Gambar 2.1. Kerangka Teoritis
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BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif
deskriptif. Menurut Moleong (2012: 5) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian
yang bersifat objektif, dan pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi,
wawancara, dan juga studi dokumentasi untuk melakukan pengumpulan data,
pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan, serta penarikan
kesimpulan dari data yang diperoleh. Penelitian kualitatif dilakukan untuk
memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku,
persepsi, motivasi, dan lain-lain dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah
dan dengan hasil yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari

sudut pandang yang utuh dan komperehensif.

Penelitian ini berusaha menggambarkan secara lebih jelas mengenai
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi.
Dan membandingkan dengan ketentuan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 guna mengevaluasi pengelolaan Alokasi

Dana Desa di Desa Kemiren
3.2 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Moleong (2012) sumber data
dalam penelitian kualitatif itu berasal dari kata-kata dan tindakan. Selain itu

merupakan data tambahan, dapat berupa dokumen, dll.
1.  Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli tanpa melalui
perantara. data ini bukan berupa file dan sejenisnya, melainkan harus dicari
melalui narasumber atau responden, yaitu orang-orang yang dijadikan objek
penelitian atau orang yang digunakan untuk mendapatkan informasi ataupun data.
Data primer dapat berupa opini, Hasil observasi baik secara individu maupun

kelompok. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara langsung
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kepada pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa di
Desa Kemiren. Data yang diperoleh yaitu berupa opini mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan dengan metode

wawancara langsung kepada pihak yang terkait.
2.  Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak
langsung, melalui media perantara. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh
dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder bisa berupa file-file, atau dokumen-
dokumen yang terdapat di Desa kemiren Kabupaten Banyuwangi terkait dengan
Alokasi Dana Desa tahun 2016. Data tersebut meliputi SPJ Alokasi Dana Desa,
Peraturan Desa di desa Kemiren, Rincian Pendapatan dan Belanja APBDes,
Rincian penghasilan tetap kepala desa dan perangkat, Rincian Penggunaan

Alokasi Dana Desa, dan Hasil Musyawarah Desa.
3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi;
1.  Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang
menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat
pengajuan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan secara langsung
dengan responden, atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui
alat komunikasi (Sanusi, 2011: 105).

Wawancara dilakukan dengan pihak yang memang berwenang, kompeten,
menegetahui dan memahami tentang objek yang akan diteliti agar data yang
diperoleh lebih lengkap dan juga lebih valid yang mungkin saja tidak terdapat

dalam dokumen.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

29

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini adalah suatu proses yang dilakukan secara
sistematis mulai dari mengumpulkan, menganalisis dan pengelolaan data yang
menghasilkan kumpulan dokumen yang berisi mengenai keterangan atas hal-hal
yang menunjang berlangsungnya suatu kegiatan. Dokumentasi menghasilkan
beberapa jenis dokumen yang berbeda dan sesuai dengan tingkat kebutuhan
masing-masing pihak yang melakukan proses dokumentasi tersebut. Dokumen
dapat dijasikan sebagai alat control utama untuk membuktikan kebenaran hasil
wawancara. Dokumentasi bisa dilakukan dengan menggunakan bantuan alat
perekam dan alat dokumentasi lainnya. Alat perekam dapat digunakan untuk
meneliti kembali apabila terdapat informasi yang tidak tercatat oleh peneliti dalam
melakukan wawancara dengan responden. Dokumen yang diperlukan dalam
penelitian ini yait dokumen yangberkaitan dengan ADD yaitu meliputi Rencana
Penggunaan Dana, Rancangan Anggaran Biaya, Surat Pertanggunghawaban (SPJ)
ADD.

3.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ada beberapa sumber informasi. Penentuan
informan adalah orang yang terlibat langsung dalam keuangan desa khususnya
pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu Sekertaris desa, Kaur Pelayanan selaku Tim
Pelaksana Desa

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten
Banyuwangi. Penelitian ini dilakukan karena Desa Kemiren merupakan desa yang
sedang melakukan pengembangan. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada
pengelolaan Alokasi Dana Desa seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
dan pertanggungjawaban di tahun 2016 guna mengetahui apakah Alokasi Dana
Desa di Desa Kemiren sudah digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
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3.6 Uji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, maka peneliti menggunakan
teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2012). Apabila menggunakan teknik
triangulasi maka, dapat dikatakan bahwa peneliti telah melakukan pengujian
kredibilitas data yaitu mengecek data dengan berbagai teknik pengumpulan data
dari berbagai sumber data. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu teknik triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah menggali
kebenaran informasi melalui berbagai metode dan perolehan data. Dalam hal ini,
peneliti membandingkan data yang didapat melalui hasil wawancara dengan
responden, dokumen tertulis, catatan resmi, foto ataupun gambar. Hal ini dapat

menghasilkan bukti atau data dari objek yang diteliti.
3.7 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2007: 244) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan analisis
data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari wawancara, dan catatan kecil dilapangan. Penelitian ini
menggunakan analisis deskriptif agar dapat memberikan gambaran dan deskripsi
secara jelas mengenai proses pengelolaan Alokasi Dana desa (ADD) di Desa

Kemiren Kabupaten Banyuwangi dan setelah itu ditarik kesimpulan.

Untuk mengevaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 di
Desa Kemiren dilakukan dengan teknik analisis data model Miles dan Huberman
(1992) dalam Moleong 2012. Analisis model ini dilakukan dengan pemetaan
tentang data yang disebut dengan matriks. Matriks tersebut digunakan untuk
membandingkan guna mengevaluasi tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa
(ADD) yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2015 dengan fakta
yang terjadi di lapangan.
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Tahapan-tahapan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu:

1.

Mengumpulkan data

Mengumpulkan data yang telah didapat dilapangan melalui cara

pengumpulan data yang telah ditentukan.
Reduksi Data

Data yang diperoleh oleh peneliti di rekduksi, dipilih hal-hal pokok,
difokuskan pada hal-hal yang sesuai dengan penelitian. Reduksi data ini
memberi gambaran yang lebih rinci atau terfokus tentang hasil pengamatan

di lapangan.
Penyajian Data dalam Matriks

Semua data yang diperoleh dilapangan yang beragam akan sulit dlam
mengambil gambaran dan menarik kesimpulan. Penyajian data untuk
mempermudah pemahaman gambaran data dapat dilakukan dalam bentuk

matriks.
Mengambil Kesimpulan

Dari langkah-langkah yang telah dilakukan oleh peneliti di mulai dari
pengumpulan data di lapangan, mereduksi data dengan memilah-milah hal
yang pokok, dan memfokuskan gambaran mengenai data yang didapat mka
tahap terakhir teknik analisis data yaitu mengambil kesimpulan dari semua

data yang telah diperoleh.
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3.8 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuuan, landasan teori, dan metode penelitian,
berikut ini digambarkan kerangka pemecahan masalah sebagai berikut:

Mulai

A\ 4
Pengumpulan Data

! | }

Data Primer Data Sekunder

\4

Wawancara Dokumen-dokumen Terkait

Teknik Triangulasi

|

Analisis Data
Deskriptif

|

Hasil

Kesimpulan

\4
Selesai

Gambar 3.1. Kerangka Pemecahan Masalah
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BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan
di desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi tahun 2016
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Kemiren dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kemiren

a. Perencanaan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa kemiren telah
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati banyuwangi No. 13 tahun
2015. Dapat dilihat bahwa pemerintah berusaha agar usulan-usulan dari
masyarakat yang didapatkan dari hasil Musrengbagdes dapat disetujui oleh
Bupati. Tahap perencanaan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan
yang berlaku mulai dari mengadakan musrengbangdes, membuat
RPJMDes dan RKPDes yang dilakukan olej kepala desa dibantu oleh
BPD, selanjutnya yaitu membuat RPD untuk diteruskan ke kecamatandan

bupati untuk disetujui/verifikasi.

b. Pelaksanaan, dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pemerintah
desa kemiren belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bupati
Banyuwangi No. 13 tahun 2015. Hal ini dikarenakan dari ketujuh prosedur
hanya enam yang sesuai dengan prosedur, sedangkan satu prosedur mash
belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Pembangunan yang
dilaksanakan dengan dana Alokasi Dana Desa yaitu Rehab Kantor Desa,
pembangunan tempat pembuangan sampah, dan Plasterisasi Rumah

sederhana sehat di 2 (dua) rumah warga.

c. Pengawasan, dari hasil penelitian melihat pengawasan dari Badan
Permusyawaratan Desa telah sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi
No. 13 tahun 2015. Pengawasan juga dilakukan oleh tim kecamatan dan

dilakukan secara berkala, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh
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kabupaten melalui sistem yang digunakan oleh kabupaten Banyuwangi

yaitu melalui E-Village Budgetting.

d. Pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Di desa Kemiren,
lima prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 13
tahun 2015 namun, masih terdapat 1 (satu) prosedur yang belum

dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Kesesuaian Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati No. 13
Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran
Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahap perencanaan dan pengawasan
telah sesuai dengan prosedur, namun pada tahap pelaksanaan dan
pertanggungjawaban masih terdapat prosedur yang tidak mencerminkan

kesesuaian dengan prosedur yang ada.
5.2. Keterbatasan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan di desa Kemiren terdapat beberapa

keterbatasan yaitu antara lain:

1. Pada penelitian ini, peneliti hanya menganalisis 4 (empat) tahapan dalam
pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan
dan Pertanggungjawaban. Peneliti tidak menganalisis tahap Penatausahaan

dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Peneliti tidak memasukkan semua lampiran atau data, hanya memasukkan
beberapa sampel kegiatan tetapi tidak melampirkan bukti berupa sampel
kwitansi pada saat melakukan pengadaan barang atau jasa, Peneliti juga
melakukan penelitian pada tahun 2016 bukan pada tahun terbaru.

3. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya melakukan wawancara
terhadap 2 orang yaitu sekertaris desa dan kaur pelayanan oleh karena itu data

yang dihasilkan hanya berdasarkan sudut pandang pemerintah desa Kemiren.

5.3. Saran
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Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan, saran yang diajukan oleh

peneliti yaitu:

1.

Diharapkan peneliti selanjutnya menganalisis pengelolaan Alokasi Dana
Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pengawasan dan pertanggungjawaban.

Diharakan Peneliti lain dapat menyjikan data secara lebih jelas dan lengkap,

peneliti lain juga diharapkan melakukan penelitian pada tahun terbaru.

Sebaiknya untuk peneliti selanjutnya melakukan wawancara terhadap lebih
banyak responden yaitu dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, dan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa agar data atau informasi yang
dihasilkan dapat menjelaskan dari berbagai sudut pandang dan lebih

mendalam.
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Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

Sekertaris Desa

1.

2.

10.

11.

12.

Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Berapa besar Dana ADD tahun 2016 yang diterima desa kemiren dan

dialokasikan untuk apa saja dana tersebut?

Bagaimana proses pengelolaan ADD tahun 2016?

Bagaimanakah tahap perencanaan ADD tahun 2016 di desa Kemiren?
Siapa saja yang terlibat dalam muresbangdes tersebut?

Apakah hasil musrengbangdes telah disetujui olen BPD dan dievaluasi oleh

camat?

Dalam penggunaan ADD apa telah sesuai/mengacu pada RPJMdesa dan
RKPDesa?

Apakah kesulitan yang dihadapi dalam proses perencanaan ADD 2016?
Bagaimana partisispasi masyarakat dalam pengelolaan ADD 2016?

Apakah masyarakat diberi informasi mengenai segala kegiatan pelaksanaan
ADD?

Bagaimana cara menginformasikan kegiatan pelaksanaan ADD kepada
masyarakat?
Apakah dalam pengelolaan ADD baik dalam proses perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban ADD 2016 mengalami

kesulitan?

Kepala Urusan Pelayanan

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang Alokasi dana desa?
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Berapa besar Dana ADD tahun 2016 yang diterima desa kemiren?
Digunakan untuk apa sajakah ADD tahun 2016 di desa Kemiren?
Bagaimana proses Pengelolaan ADD?

Bagaimanakah pelaksanaan penggunaan ADD tahun 20167

. Apakah dilakukan pengawasan dalam proses pengelolaan ADD?

Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terkait ADD tahun 2016 di desa

kemiren?

. Apakah terdapat kesulitan dalam proses pelaksanaan, pengawasan dan

pertanggung jawaban ADD?

. Apakah setiap kegiatan (Transaksi) dilakukan Pembukuan?
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Lampiran 2. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara

Narasumber : Eko Suwilin
Jabatan : Sekertaris Desa
Waktu : 02 Mei 2018
Lokasi : Kantor Desa Kemiren Banyuwangi
No. Pertanyaan Jawaban

1¢ Bagaimana Pendapat anda | Alokasi Dana Desa itu uang yang

mengenai ADD ? diberikan oleh pemerintah untuk
pembangunan desa, untuk
mensejahterakan  masyarakat dan
menjadikan desa itu mandiri.

2. Berapa besar Dana ADD | Waduh saya lupa, nanti kana ada di
tahun 2016 yang diterima | data.  Alokasi Dana Desa
desa kemiren dan | dialokasikan untuk pembangunanan
dialokasikan untuk apa saja | desa, bantuan-bantuan masyarakat,
dana tersebut? Gaji perangkat desa dan tunjangan,

untuk pemberdayaan masyarakat,
untuk pendampingan dana Kebundes
(kewirausahaan milik desa).

3. Bagaimana proses | Ya yang pertama itu biasanya
pengelolaan ADD  Tahun | perencanaa dulu mbak, baru setelah
20167 itu pelaksanaan ADD setelah itu

pengawasan dan pelaporan ADD. Ya
sama lah dengan sekarang, harus
melalui bank rekening, ada SPJ,

bukti foto harus lengkap.
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Bagaimanakah

perencanaan

2016 di desa Kemiren?

ADD

tahap
tahun

Tahap perencanaan ADD diawali
sama yang namanya tilik dusun. tilik
dusun itu rapat-rapat di setiap dusun.
kalo di Kemiren dilakukan sebanyak
4x ada dua dusun kan. sebenernya
bisa dilakukan 2x tapi kurang fokus.
masing-masing 2x. sebetulnya yang
melaksanakan itu BPD otomtis juga
bersama aparat desa dan LPMD.
Tilik dusun itu adalah menyerap
aspires masyarakat dan kami sediri
sebagai petugas kantor desa juga
identifikasi apa sebenernya masalah-
masalah yang ada di masyarakat.
Semua usulan dari tilik dusun nanti
ditulis, di RPJIMDs. Kan banyak toh
usulan itu, uang itu nggak cukup kalo
semua diturutin. otomatis nanti ada
musengbangdes. Musrengbangdes itu
tujuannya untuk merencanakan apa
saja yang akan dilakukan ditahun
bersangkutan. Kan  perencanaan
terlebih dulu, namun tidak menolak
kemungkinan di desa atau wilayah
manapun terkadang ada masalah-
masalah kayak bencana, disisi lain
tidak termuat dalam angaran. Itu
kadang-kadang ~ membuat  kami
kadang sulit. disisi lain desa juga
menganggarkan dana siaga untuk

kemiskinan.  Itupun tidak bisa
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digunakan untuk bencana.

Siapa saja yang terlibat dalam

muresbangdes tersebut?

Yang terlibat dalam
musrengbangdes itu yang pertama
ada pemerintah desa, BPD, LPMD,
RT/RW, tokoh agama, tokoh
pemuda, dan peranan wanita, tokoh
adat, tokoh masyarakat, kelompok
tani, tokoh kesenian, semua terlibat.

Apakah hasil
musrengbangdes telah
disetujui oleh BPD dan

dievaluasi oleh camat?

Gini  dulu, kami melakukan ini
menulis hasil tilik dusun, ada bidang
pertanian, kesehatan, pembangunan
dkk. kelima bidang itu nanti usulan
nya ditulis. di musrengbangdes
mengumpulkan orang-orang sesuai
bidang. jadi masing-masing
kelompok mengusulkan hasil dari
musyawarah itu. namun setiap
bidang tidak boleh mengusulkan
usulan baru, harus mengusulkan apa
yang telah diusulkan ditilik dusun.
namun kami sendiri juga
mengintervensi bila usulan tersebut
kurang  fokus. jadi  kamiakan
berargumen terkait usulan yang
kurang fokus dan memberikan usulan
yang lebih baik. kemudian Kkita
kembalikan ke masyarakat, diterima
tidak argument tadi. Disamping hasi
musrengbangdes ada yang kita cover
dengan keuangan desa tadi yaitu DD

dan ADD juga diusulkan ke
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pemerintah daerah lewat kecamatan,

nanti disana diseleksi lagi.

7. Dalam penggunaan ADD apa | Ya sudah
telah sesuai/mengacu pada
RPJMdesa dan RKPDesa?

8. Apakah  kesulitan  yang | Kalo di Perencanaan biasanya
dihadapi dalam proses | kesulitannya itu dimsyarakatnya, kan
perencanaan ADD 20167 mengajukan banyak usulan dan

terkadang mereka mau semua
usulannya dituruti. Dan kalau sudah
seperti itu kadang kita juga sulit.

9. Bagaimana partisipasi | Partisipasi masyarakat cukup baik.
masyarakat dalam | Mereka cukup antusias, artinya ada
pengelolaan ADD 20167? kepedulian dari masyarakat juga

untuk perencanaan. bahkan
masyarakat juga ikut mengawasi

10. | Apakah masyarakat diberi | lya. Penerimaan uang DD, ADD
informasi mengenai segala | serta pendapatan desa itu nanti ada

kegiatan pelaksanaan ADD?

banner, sedangkan penggunaannya
hanya poin-poin nya saja. misalnya
30% untuk gaji pegawai. 40% untuk
pemberdayaan, berarti 30% untuk
pembangunan. Misalnya seperti itu.
ditulis saja dilapangan. Adapun titik
pekerjaannya nanti ada di RPJMDes.
Ada di pelaksanaan desa (RPD). Itu
BPD,

Kita

yang tau perangkat desa,
LPMD.

memasang banner dilapangan. yang

Nggak  mungkin

dipasang di banner hanya point
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Khususnya saja.

11. | Bagaimana cara | Ya dari banner itu tadi, selain itu
menginformasikan  kegiatan | juga kan sebelumnya sudah ada tilik
pelaksanaan ADD kepada | dusun dan musrengbandes, jadi
masyarakat? masyarakat sudah tau dari situ.

12. | Apakah dalam pengelolaan | Ya kalau kesulitan pasti ada, entah

ADD baik dalam proses
perencanaan,  pelaksanaan,
pengawasan dan pertanggung
ADD 2016

mengalami kesulitan?

jawaban

itu dari masyarakatnya, kadang pada

saat  pertanggungjawaban. Desa

memberi kan wewenang kepada
salah satu tokoh masyarakat, nah
pada saat pelaporan SPJ kadang
mereka kurang tau, terkadang nota

tidak lengkap seperti itu.
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Hasil Wawancara

Narasumber : Mastuki
Jabatan : Ketua Urusan Pelayanan
Waktu : 02 Mei 2018
Lokasi : Kantor Desa Kemiren Banyuwangi
No. Pertanyaan Jawaban
1. Bagaimana pendapat anda | AlokasiDana Desa itu merupakan

tentang Alokasi dana desa?

dana bantuan dari  pemerintah

daerah/kabupaten utnuk pemerintah

Desa guna menunjang Pembangunan

Pengelolaan ADD?

Desa.

2. Berapa besar Dana ADD | Untuk tahun 2016 kita dapat ADD
tahun 2016 yang diterima | sebesar Rp. 397.394.000 dan ada
desa kemiren? tambahan ADD  sebesar  Rp.

45.222.000

3. Digunakan untuk apa sajakah | Digunakan untuk penghasilan tetap
ADD tahun 2016 di desa | aparat desa, Pemberdayaan
Kemiren? masyarakat, Pembangunan desa, da

Pembinaan kemasyarakatan.
4. Bagaimana proses | Ya  pastinya  melalui tahap

perencanaan sampai penatausahaan

dan dijalankan  sesuai  dengan
prosedur yang ada. Dalam artian
ketika kita mau membuat sebuah
anggaran kegiatan kan harus ada
yang

diberikan. artinya kita tidak hanya

tupoksitnya, ada  tuposi
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serta merta uang itu dari pemerintah
diberikan ke desa untuk digunakan
dengan semaunya itu nggak, ada
plot-plotannya dalam artian tidak
boleh lebih dari berapa persen. lah
itu yang mengonsep itu semua adalah

saya.

Bagaimanakah pelaksanaan

penggunaan ADD  tahun

20167

Jadi untuk penganggaran desa itu ada
plot-plot sendiri. ketika siltap itu
harus berapa persen. Sebelumnya itu
ada 4 bidang. yang pertama,
penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan desa, pemberdayaan,
Untuk

penyelenggaraas sendiri lebih banyak

dan pembinaan.
ke siltap. selain lebih bayak ke
penghasilan perangkat desa juga ke

operasional.

dilakukan

dalam proses

Apakah
pengawasan

pengelolaan ADD?

lya itu pasti. untuk pengawasan dari
inspektorat yang berhak mengawasi
secara penuh. Kalau dari kita sendiri
ya pengawasannya ketika Kkita mau
dok anggaran kan kita mengajukan
ke BPD anggaran yang akan Kkita
kerjakan. dan diakhir tahun kalo bisa
berlaku untuk melaporkan juga.

Bagaimana bentuk
pertanggungjawaban terkait
ADD tahun 2016 di desa

kemiren?

Untuk banyuwangi sendiri kan pakai
sistem. di sistem itu ketika kita mau
transaksi apa kita tinggal klik itu

cuman kwitansinya aja yang tidak
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ada, Jadi ada surat untuk yang
ngambil ke bank trus juga buku kas
nya itu nanti keluar semua dan
sistemnya dinamankan e-village
budgeting (EVB). Karena pakai
sistem itu jadi pihak dari kecamatan
pemda sendiri dari DPM (dinas
pemberdayaan masyarakat dan desa)
jadi mereka untuk sistem mengawasi
desa itu dari sistem tersebut. tapi
mereka tidak bisa masuk cuman bisa

melihat saja.

Apakah terdapat kesulitan
dalam proses pelaksanaan,
pengawasan dan pertanggung
jawaban ADD?

Kalo perencanaan ada kesulitan dari
masyarakat. terkadang masyarakat
masih tidak mengetahui, kan ada
kegiatan yang di danai dari APBD
dan ada juga yang memang kegiatan
yang di danai dari Swadaya.
Terkadang pada saat perencanaan
mereka mengusulkan untuk ada
kegiatan yang tidak didanai dana
ADD seperti musholla tapi diusulkan
padahal musholla termasuk dalam
lingkup swadaya. contohnya lagi
wakaf.

Kalo  dipelaksanaan  khususnya
dipelaporan tadi masih  belum
maksimal. karena lembaga desa
seperti organisasi masyarakat, dan
juga lembaga pemerintah sendiri

yang memang mitra kerja kita seperti
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LPMD vya itu masih kurang untuk
SDMnya sendiri. untuk pelaoran
penatausahaan kegiatan masih belum

maksimal.

Kalo pengawasan saya rasa tidak ada
kesulitan, pengawasan ini  dari
inspektorat. Untuk yang berhak
mengawasi secara penuh itu kan dari
pihak inspektorat. kalo dari kita
sendiri ya pengawasannya ketika kita
mau dok anggaran kan Kita
mengajukan ke BPD anggaran yang
akan kita kerjakan. dan diakhir tahun

kalo bisa berlaku untuk melaporkan

juga.

Apakah  setiap
(Transaksi)

Pembukuan?

kegiatan
dilakukan

Ya. Itu harus.
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i ‘ __ KECAMATAN GLAGAH

By 'OR KEPALA DESA KEMIREN
=D M’mmmmwpmu(m)nmzz
h

Kemiren,  April 2016
2900/ 1420503022016 Kepads
i Pentng Yth. Sdr. BUPATI BANYUWANGI

: Cq.

- Sdr. Ka. Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

~Anggaran 2016 Tahap | 2 BANYUWANGI

Benlnauwn mwmw'\'mms
mPedoaneknbmemCm enetapan Alokasi Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bohnja Daerah Kabupaten
wmnmmmmmpﬂm)
.‘mmwmrmnmmmr

Sebesar : Rp.238.357.600,00 ( Dua Ratus Tiga Puluh Delapan
Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus
Rupiah )

Alokasi ADD ¢ Rp. 397.384.000,00 ( Tiga Ratus Sembilan Puluh
'Tmmmms«mmamm
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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANG!
LAGAH

| ek KR &A;ATAN GLA!
NTO ALA DESA KEMIREN
S, Jﬂm Mobuuan Kalibendo Nomor 238 Telp /Fax, (0333) 410422
A BERITA ACARA
PENELITIAN REALISAS] PQLAKSANMN KEGIATAN
_ALOKAS| DANA DESA TAHAP

DESA KEM!REN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI
MM'\L Selulemle MWTOMMRDUEMW Ml
ertan Q""" v dibawah ini Hﬂ‘m&kukupomerﬂummmuﬂﬂnmmmr

Alokasi ﬂma Desa (ADD
Laparan Penyerapan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (AOD) Desa
mrmnmmmzm ‘sebagai berikut

‘ 174 202,000

25.818.000
32147.800
6.000.000



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

-
e URAtaw
11 - mmmaad Doss 159,038 400
01| |remghastian Tetap dan vunge Sn stve Penghaaiig 138,930,400
1010t {heghanties Tetap Jebnare 110,760,000

e :Mmh e | ]

= Penghalas st Xyl G -;~'-‘—.""L"*._____ o tales 11.520.000

- m~“ & sulan 1930000 'Um

B """"'"""""'M R T ]

* Feograniian sty —‘EE!——- - & tulan 1920000 | 11,%20000

- 20180 Kepla Urvaasiomngen & sk | im000] 41520000
s ey Kepule Dinio i & mn | 1umeo0| i1sa0008

= mm D belen 11,330,000

"’“,.-nwa-m o un |

 Perkantarsa

{

> v—uu

i

i

o

m:ﬁwm =
B < Bah | om0 .
e ’d.g ¥o. 10 iy . Kouk 3130 =g
f Kerima VB 70 gr #8200 lesebar W00 s mm | sugon =
\ - Peasil R - Dusk 5000 .
: e = = e S =
i - Tinta | sk | Pring; 200ml - = 3 e
iR rinkes Colows N0 - | esom| =)
| T Vowsre- = = X e
< o X & .2 g ===
= = o - — [
lll d = mk —



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

( i
'

|

Y
.‘g‘
&

L e LD



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Al

l T —

T i e axvunn| MARGA | X0 TAMARU | pcpr,
T [ Mty Prabminas voll e 1o

]
:
i

t omng 00,000 506,000

g.

1=

— .02 = - = x= = é
— = ~ E ! N | Il [
~— e - : :



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

ANGGARAN | REALIBABI
T ) i o a
3 Pemmriztahnn Dose - - LS80eTrAce] 178000 SaTi)
T Teaaas S 174393000 | 168AUI000 | 8AD0000 | BASS
e Jalnoye 118,780,000 | 116,760,000 ~| 10000
T 81 01 [Renghasilan Temp T W -
- . Totxp Kepula Dess 19,0000 19200200 -| toaco
- Fenghaaiian tecap Kepaln Urusc: tmerintatan 10L,520.000 | 11520000 <] woaco
- Prerwhaaiien tezap Kegade Urusn Kasra 15,530000 | 15,530,000 | 10000
ks :ﬁ.gw PFembangiinan L0000 | 14,830,000 NIRRT
= Ea? Nepmla Utiman Umuim 16.530005| 11,520,000 -] iease
1| Penshasilon toiap Kepnle UrvanniXesamasn 15520000 | 17,530,000 -| “100s0)
— Pynshasiles tutag Kepala Dusiio Krahwt 11590000 | 11,2000 <] soso
- Penghaslian vt Kepals Duivun K ‘ 1180000 | 11390000 | o
- Penghasian teinp Stal dema sy wssoo |  wemme| | 10080
1] al Parkasturas 20966300 | 38306200 140,000 | 9833
Tilmer iy a; e 1
' o Swnm 80,000 =| 2000
o - T 1800 -] 100
z 13 31,000 31.000 | twooo
- Smolams Jilad Hlitacs (et 34,000 34,200 =1 ioaso
i az-wwuwﬂ—c 26,000 ﬂ" <] 10000
| Xertan HVS 70 g P4 500 lember 810U 1566000 | 1568500 _-| icoco
-:«.’?.‘ e = 51000 | - 51,000 = wm
i = r Calour fe Prizt] 20021 R I
i ol Yamum M L
B = | 1o}
=le: T
o = 3 -l b
e = == s ——f i
s e ="
= i |
S o
= Lol



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

= — = = (
Hart | 09400 | g 5
—— IO <
it ; =8 = --;-==‘_— <= = T, =C=d 3
__-& e ] i = =
== — = il o
T4 e x ) Hri | = 25 K = P
== e g Y =l
= = ==
b = o "
- Y =2 B = S el 000}
B =—F% = E= vsaoo] | moo)
2 110 E “secso0| _1e000 |
= §=——— e |
B ¥
=== Vs — :
= | E —
g e [



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

:"""j
1: URAIAN JUMLAN JUMLAN I T,
- - o



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 5. Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa Kemiren Tahap 3
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VIATIAY POrTAnY i)

Nepala Desy

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GLAGAH

KANTOR KEPALA DESA KEMIREN

Jalan Perkebunan Katibendo Nomor 238 Talp (Fax. (0333) 410422

Nomor

Lampirun
Perihal

Kemiren,  Dessmber 2048
- 900/ 1429.603.02/2016

Kapada :

. Penting Yth, Sdr. BUPATI BANYUWANGH

1 (satu) bendel cq.

g Ea'i.ymrl; Permohonan 24r. Pit, Ka. Badan Pengelolaan
Pencalri kasi Dana Desa Keuangan dan Aset Daerah
{ADD) Desa Kemiren

s Tahun méknbuuhn Banyuwangi
Anggaran 2016 Tahap Il BANYUWANGI

Berdasarkan Peraturan Lupati Banyuwangi Nemor 17 Tahun 2015
tentang Pedoman Teknis dan Tata Gars Penstapan Alokasi Dana Desa yang
Bersumber dan Anggaran Fendapatan dan selaq- Daerah Kabupaten
Banyuwangl, bersama Iini mohon dicairkan dana Alokasi Dana Desa (ADD)
Desa Kemiren Kecamatan Glagah Tahap il Tahun Anggaran 2016

Sebesar . Rp45222.000,00 ( Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus
' Dua Pulul Dua Ribu Rupieh )

‘Alokasi ADD g Rp.“261800000 (Bﬂpﬂtﬁlﬁnﬁn‘pﬂ?uﬁhb!m
Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

. Rp, 39738400000 ( Tiga Ratus Sembitan Puluh
Tujun Juta Tigs Ratus. s.mbﬂan Puhlh Empal Rhu
Rupiah |

Sisa - RpﬂW(NolRupnh)
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Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANG|
KECAMATAN GLAGAH

KANTOR KEPALA DESA KEMIREN
Jalan Perkebohan Kalibendo Nomor 238 Telp. /Fax. (0333) 410422

BERITA ACARA
PENELITIAN REALISAS] PELAKSANAAN KEGIATAN
ALOKAS| DANA DESA TAHAP | DAN TAHAP ||
DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI

Pada hlﬂ ini, Rabu Tanggal Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribo Enam Belas, kami
yang bertanda tangan dibawah ini telah metakukan pemeriksaan dan penelitan secara bersama-
sama pada kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kemiren Kecamatan Glagah K-buam
Banyuwangl sesual Laporan PmmmwmmmnmmmmouaM)
Kemiren Kecamatan Glagah Tahap | dan Tahap |l Tahun Anggaran 2016, sebagal berikut -

NO URAIAN KEGIATAN ms‘g:;m Pafe%g:m = s

1 | Penyslenggaraan Pamenntahan Desa | 303.228.400 |  289.866.000 | 13362400 9558
2 aksanaan Pembangunan Des: 29 668,000 22938000 ©730.000| 77.32|
3 51.457 600 724 o
4 13.000,000 100,00

- Jumlah | 397.334.000 82,77
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2016

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN

ALOKASI DANA DESA
SPJ ADD

TAHAP I
TAHUN ANGGARAN 2016
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LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ]
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BERDASARKAN SUMBER ANGGARAN KEMIREN |
'BULAN ME) TAHUN ANGGARAN 2016

| KAS! DANA DESA (ADD) DARI APBO KABUPATEN u .

o e s | e
1€ REKENING ANGGARAN | KURANG l &
— e (Rp) _' ey Rp)
1 2 i 3 'l 5 ‘ s-]
B h 1
'F' Alckami Dans D (A0} éwé APED Kistigsaien 1040000 | CTIBISTARON | 1ADMATO0 | T0EE
AL PENDAPATAN DA | ITIVIN0S0,| RIS ANANY 16803640008 | 130y
o Desa E T | . |
& e s ISl ides iy
Helrga sanghanian wias spacat penarinah dusa
Prngrmaiian Tetsp Kepais Otsa 34000000 | 1920000080 | *RE0009000 | 5RO |
Frrghasiion Tetan Kepat Ursan 1152000000 670000000 | 5763006000 0400
Pergtmsian Tete %03k Ouwin M SL0NT | 2D0A00NDY|  ADeII0NM | TMOD

Perghasian Temp Siaf s isiph 24BD00003 | 1WAMO0000 | 1SR0MO00 | 2000
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Keterangan Gambar

Rehab Kantor Desa
50%

Lokasi :
Desa Kemiren
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Keoterangan Gambar
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Keterangan Gambar

TPS 100%

Lokasi :
Dusun Krajan
RW. 02 RW. 02

Keternngan Gambar

TPS 100%

Lokasi :
Dusun Krajan

RW. 02 RW. 02
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LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
4 ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

LPJ ADD
TAHAP 2
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DESA (ADD) DARI APBD KABUPATEN

ING Uraian ANGGARAN | REALISAS! | KURANG

52 ‘ 3 . 5

Alias Diara Daws (ADD} den AFED Kabisahn W ameonn | S0 ann | PRISTADNS | et
‘ mamum 337.384.080.50 amuwnl 233576500 aunz
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